
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SEI..ATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 20 TAHUN 2OI8

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang i a. bahwa dengan telatr ditetapkannya Peraturan

Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25

Tahun 2OL6 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2OLT tentang

Penrbahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nornor

25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu

mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian T\rgas

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin;

b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, pedu menetapkan

Peraturan Bupati tentang T\-rgas Pokok, Fbngsi

dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Penanaman

Modal dan Petrayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaterr Tapin;
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Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (lembaran Negara

Republik lndonesia Tahrrn 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungf awab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aaoo);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44381;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a1; 

#

2.

3.

4.

5.

6.
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7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2074 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

Saefl;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e\;

9. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5781;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lernb ar an Negara Republik Indonesia

Tahun 20A6 Nomor 25, Tambahan L'embaran

Negara Republik Indonesia Nomor a6Lal
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2076 Nomor 7L4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OLT

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OI7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 60371;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OlT
tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaral Negara

Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2}ll tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2A06 tentang Pedoman pengeloaan

Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1OO

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi dal Kabupaten/ Kota;

(/
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 72

Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuarigan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

2O. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas

dan Fungsi serta Tata Keda Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun

2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK,

FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Tapin.
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5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

7. Bidang adalah Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Penanaman

Modal dan Pelaya.nan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

8. Subbagian adalah Sub-Sub Bagian pada Sekretariat Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tapin.

9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang-Bidang di lingkungan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tapin.

10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

1 1. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Ketrompok Jabatan

Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam

modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun
Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP

adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatulan proses

dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap

penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

T4.Perizinart adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas

persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau

pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

15. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas

atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang

dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

r4
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16. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai

kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang

mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas

penerbitan Perizinan dan Nonp er.tzinan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sattr Pintu

Pasal 2

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

(2) Untuk melaksanakan trrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan perencanaan bidang penanarnan

modal dan PTSP;

b. pelaksanaan kebdiakan teknis bidang penanaman modal dan

PTSP;

c. pembinaan, pengawasarr, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal

dan P[SP;

d. pernbinaan, pengawasan dan pengendalian UPI; dan

e. pengelolaan kesekretariatan;

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perllmusan

kebijakan teknis penanarnar modal, data, informasi dan

promosi dan PTSP; ' .

b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan

kebijakan teknis penzrnaman modal;

c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan

4{
kebijakan teknis data., informasi dan promosi;
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d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan

kebijakan teknis PTSP;

e. mengoordinasikan, mernbina dan rnengawasi pelaksanaan

kebljakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan

PTSP;

f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan

kebijakan teknis bidang penanaman modal, data, informasi

dan promosi dan PTSP;

g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

penalaman modal, data, informasi dan promosi dan PTSP;

h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

(4) Susunan Orgzurisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu. terdiri atas:

a. Sekretariat;

b. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi

Penanaman Modal;

c. Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal;

d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan;

e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasa] 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan penyusunan rencana dan prograrn, pengelolaan

keuangan, dan menyelen urusan umum, aset dan

administrasi kepegawaian.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretariat memPunyai fungsi:

a. pen]rusunan program, koordinasi, pembinaan dan

pengend.alian pen]rusunart progr€rm dan rencana kegiatan

Dinas;

b. pen]rusunan program, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

c. pen]rusunan program, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pen]rusunan anggaran dan pengelolaan

keuangan;

d. pen1rusunan program, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pengelolaan aset Dinas;

e. pen]rusunan prograrn, koordinasi pembinaan dan

pengendalian pengelolaan surat-men]rurat dan rumah tangga;

f. penyusunan prograrn, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

g. pen)rusunan program, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan

hubungan masyarakat.

(4) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sebagai berikut:

a. men]rusun program, mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan pellJrusunan program dan rencana kegiatan

Dinas;

b. men5rusun program, mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

c. men]rusun prograrn, mengoordinasikan, membina dan

mengend.atrikan pen]rusunan anggaran dan pengelolaan

keuangan;

d. men]rusun program, mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan pengelolaan aset Dinas;

e. menJrusLln prograrn, mengoordinasikan, n'rembina dan

mengendalikan pengelolaan surat-men5rurat;

f. men]rusun program, mengoordinasikan, membina dan

rnengendalikan Pengelolaan
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g. menJrusun program, mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan
hubungan masyarakat; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

(a) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 4

(1) subbagran Perencanaan dan Keuangan melaksanakan
penJrusunan program, rencana kerja dan anggaran,

penatausahaan keuangan, evaluasi, serta pen]rusunan laporan
pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

(2) Uraian firgas subbagian Perencanaan dan Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menJrusun program dan rencana

kegiatan Dinas;

b. menghimpufl, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
Dinas;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pen]rusunan Rencana

Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran,
Pedanjian Kinerja dan Indikator Kinerja utama Dinas yang

terintegrasi;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen
anggaran;

e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi fisik dan
keua,ga. dalam rangka melaksanakan evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

f. menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban,

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;

Cl
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menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan,

perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;

menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran

gaji dan tunjangan;

menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal

maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

i. rnenyiapkan bahan dan men5rusun laporan

pertanggungiawaban keuangan semesteran dan tahunan

serta mengevaluasi realisasi angga-ran untuk keperluan

perencanaal tahun anggaran yang akan datang; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola

surat-men5rurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga

dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi

dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Subbagian Unrum dan Kepegawaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kegiatan

pengelolaan urusan ketatausahaan, r'umah tangga dan

perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan

ketatalaksa-naan, serta pengelolaan administrasi

kepegawaian;

b, nrenyiapkan bahan dan lner5rusun petunjuk teknis

pengelolaan surat-men5rurat, ekspedisi dan kearsipan, umsan

rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan

keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta

pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan

surat dan ekspedisi;

(1)

12)

surat-
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menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyrsun jadwal

retensi serta penghaPusan arsiP;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan

administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan

dan hubungan masYarakat;

menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana

berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi

jabatan, sistem dan Prosedur kerja;

menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi

dan ketatalaksanaan;

menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang

meliputi pengangkatan datam jabatan, kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan

mutasi lainnya;

menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin

pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan

pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian

serta kedudukan hukum Pegawai;

melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi,

bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai,

dokumetrtasi berkas kepegawaian, absensi darr cuti pegawai;

menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan

men5fusun Rencana Kebutuhan Baralg Unit dan Rencana

Tahunan Barang Unit;

menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan

koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi

lainnya;

melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai

manual administrasi barang;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penatarrsahaan serta

pengelolaan aset;

o. melaksanakan urusan rumah tangga

pengawasan dan pemelihal'aan gedung,

rumah jabatan, penerangan, kebersihan

lingkungan kantor;

berkenan dengan

kendaraan dinas,

dan keamanan

J

k.

1.

m.

n.

r/
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p. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian

dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;

q. mengumpulkan bahan pen5rLlsunan Standar Operasional

Prosedur Dinas;

r. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para

pejabat fungsional yang ada dilingkup Dinas; dan

s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim

dan Promosi Penanarnan Modal

Pasal 6

(1) Bidang Perencanaan, Pengembangax Iklim dan Promosi

Penanaman Modal mernpunyai tugas mengoordinasikan,

membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan

penanarnan modal, pengembangan iklim dan promosi

penanarnan modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bidang Perencanaar, Pengembangan Iklim dan Prornosi

Penanaman Modal rnemptrnyai fungsi:

a. pen5rusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian perencanaan penanaman modal;

b. pen5rusuna-n program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian pengembangan iklim dan promosi

penanaman modal;

c. pengkajian, pen5rusunan dan pengusulan rencana umlrm,

rencana strategis dan rencana pengembarlgan penarlaman

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun

wilayah;

d. pengkajian, pen5rusunan dan pengusulan pengembangarl

iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan

pemberdayaan usaha lingkup daerah;
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e. pen)rusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi

penanarnan modal; dan

f. pelaksanaan pemantauan, eva-luasi dan pelaporan kegiatan di

bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi

penanaman modal.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:

a. merumuskan dan menyusun rencana kerja, kinerja dan

anggaran berbasis kinerja bidang perencanaan,

pengembangan iklim dan promosi penanamErn modal;

b. menyiapkan bahan dan men5rusun kebijakan teknis

perencanaan penanamart modal, pengembangan iklim dan

promosi penanaman modal;

c. menJrusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan perencanaan penanaman modal;

d. men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan pengembangan iklim dan promosi

penanaman modal;

e. mengkqii, menJrusun dan mengusulkan rencana umurll,
rencana strategis dan renc€rna pengembangan penanaman

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun

wilayal ;

f. illenJrusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan perumusan kebijakan pengembangan

penanarnan m<.rdal daerah dalam bentuk rencana umum
penanam.rn modal daerah dan rencana strategis daerah

sesuai dengan Program Pembangun€ut Daerah;

g. menJrusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah di bidang

penanarnan modal meliputi pen5rusunan peta investasi daerah

dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari

sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia

termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan

besar;
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h. ffren)rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan perumusan grand design dar:. road map

perencanaan dan pengembangan investasi di daerah;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan kinerja bidang perencanaan, pengembangan

iklim dan promosi penanaman modal; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

(a) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi

Penanaman Modal, terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Penanarnan Modal; dan

b. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanarnan Modal.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 7

(1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal rnempunyai tugas

melaksanakan pengumpulan data potensi daerah, pengawasan,

fasilitasi, dan bimbingan teknis perencanaan penanarnan modal

daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun rencarla kegiatan

perencanaan penanamall modal;

b. mengumpulkan, rnengolah, mengErnalisis dan rnenyajikan

data pel'encanaan penanaman modal;

c. menyiapkan bahan dan men5rusun rencarla u.mum, rencana

strategis dan rencana pengembangan penanarnan modal.

lingklrp daerah berdasarkan sektor usaha;

d. rnenyiapkan bahan dan men5rusun rencana umum, rencana

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal

lingkup daerah berdasarkan wilayah;

e. menyiapkan bahan dan flIen5rusun road. map dan grand

design pengembanga-tr penan€unan modal di daerah;

(/
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f. menyiapkan bahan dan menJrusull pedoman penyelenggaraan

kebijakan dan perencarraan penanarnan modal;

g. menyiapkan bahan, menJrusun dan melaksanakan kebijakan

daerah di bidang penanaman modal;

h. menyiapkan bahan dan men5rusun peta investasi daerah dan

identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber

daya alam, kelembagaan dan sumber daya rnanusia terrnasuk

pengusaha rnikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasi kegiatan perencanaan penanaman modal;

j. menyiapkan bahan dan menJrusun laporan kinerja

perencanaan penanalnan modal; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Moda1

Pasal 8

(1) Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Moda1

mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis,

supervisi dan pemantauan pengembangar iklim dan promosi

penanaman modal.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana berikut:

a. rnenyiapkan bahan dan menJn-rsun renc€Lna kegiatan

pengembangan iklim dan promosi penanarnan modal;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data pengembangan iklim dan promosi penanarnan modal;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengum.pulan data,

analisis dan men)rusun deregulasi/kebijakan penanarnar

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
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menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian

pengembangan potensi dan peluang penanaman modal

lingkup daerah dengan rnengembangkan badan usaha melalui

kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan

wilayah;

menyiapkan bahan dan menJrusun rencana promosi

penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

enyiapkan bahan dan melaksanakan promosi penanaman

modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelalsanaan

kegiatan pengembangan iklim dan promosi penanaman

modal;

menyiapkan bahan dan men5rusun laporan kineda

pengembangan iklim dan promosi penanarnan modal; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 9

(1) Bidang Inforrnasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan penanarnan modal.

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal mempunyai fungsi:

a. pen5rusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian pemantauan, pengawasan dan pembinaan

pelaksanaan penanaman modal;

b. penyusunarr prograrn, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian pengolahan data dan sistem informasi

penaJlaman modal;

d.

e.

6D'

h.

(/
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c. pel5rusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian pemantauan realisasi penanaman modal

berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pellgawasan

kepatuhan pemsahaan penanaman modal sesuai ketentuan

kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

d. penJrusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

darr pengendalian serta fasilitasi penyelesaian permasalahan

penanarnan modal;

e. pen5rusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian pembangunan dan pengemba,ngan sistem

informasi penanaman modal dan pengolahan data

penanaman rnodal; dan

f. pelaksanaan pemartauan, evaluasi dan pelaporan kinerja

bidang informasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman

modal.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:

a. menyiapkan bahan dan menJrusun kebijakan teknis

pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan

penanaman modal;

b. menyiapkan bahan dan menJrusun kebijakan teknis

pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;

c. menyusun program, mengoordinasikan, mernbina, mengatur

dan mengendalikan rencana program kerja dan kegiatan

bidang yang berbasis kinerja;

d. men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan pemantauan realisasi penanaman modal

berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan

kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan

kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

e. menyusun program, rnengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan serta

permasalahan penanaman modal;

fasilitasi penyetresaian

r#
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f. men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan sistem

informasi penanaman modal dan pengolahan data

penan€rman modal;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan kinerja bidang informasi dan pengendalian

pelaksanaan penanaman modal; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

(a) Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modatr terdiri atas:

a. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan

Penanaman Modal; dan

b. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman

Modal.

Paragraf 1

Seksi Pemantauarl, Pengawasan dan

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 10

Seksi Pemantuan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan

Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan

pemantauan, pengawasan serta pembinaan pelaksanaan

penanaman modal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan batran dan menJrusun rencana kegiatan

pengawasan dan perirbinaan pelaksanaan penanErman modal;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data hasil pemantauan, pengawas€rn dan pembinaan

pelaksanaan penanainarl rnodal ;

c. menyiapkan bahan dan men)rusun petunjuk teknis

pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanarnan modal;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakal pemantauan realisasi

penanaman rnodal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; . /r/

(1)

(2)
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e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan

kepatuhan perusahaan penanarnan modal sesuai ketentuan

kegiatan usaha dan peraturan pemndang-undangan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan

fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan

pelaksanaan penanarnall modal berdasarkan sektor usaha

dan wilayah;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kegiatan

pemantuan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan

penanaman modal;

i. menyiapkan bahan dan men5rusun laporan kinerja

pemantuan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan

penan€rman modal; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangarlnya.

Paragraf 2

Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 1 1

(1) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan

pengelolaan serta pengembangan sistem informasi penanaman

modal.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana berikut:

a. menyiapkan bahan dan men1rusun rencana kegiatan

pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan

informasi penanaman modal;

c. menyiapkan bahan dan men5rusun petunjuk teknis

pengolahan data dan sistem informasi penanalnan modal;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolatran data dan

pelaporan perizinan dan non
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e. menyiapakan bahan dan melaksanakan pembangunan dan

pengembangan sistem informasi penanaman modal;

f. menyiapkan dan melaksanakan pelayanan informasi

penanaman modal;

g. melaksanakan pembarrran data dan informasi penanaman

modal;

h. melaksanakan pengendalian infomasi penanaman modal;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasi kegiatan pengolahan data dan sistem informasi

penanaman modal;

j. menyiapkan bahan dan menJrusun laporan kinerja

pengolahan data dan sistem inforrnasi penanaman modal;

dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonp erizrnarr

Pasal 12

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan pelayanan perizinan dan nonp enzinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizirran dan Nonperizinan

mempunyai fungsi:

a. penJrusunan prograrn, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian penerbitan perizinan dan nonperizinan;

b. pelaksanaan verifikasi, identifikasi dan validasi penerbitan

perizinan dan nonp efizinan;

c. pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi Penyelenggaraan

Pelayanan Penzinan dan Nonperizinan; dan

d. pen5rusunan laporan kinerja penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan nonperizinan.
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(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:

a. menyiapkan bahan dan men)rusun kebijakan teknis

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

b.men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan penerbitan perizinan dan nonpeizinan;

c. melaksanakan verifikasi, identifikasi dan validasi penerbitan

perizinan dan nonperiirnan;

d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan

penzinan dan nonperizinan; dan

e. men5rusun laporan kinerj penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan nonpeizinan.

(a) Biclang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan,

terdiri atas:

a. Seksi Perizinan dan Nonperizinan I; dan

b. Seksi Perizinan dan Nonperizinan II.

Paragraf 1

Seksi Perizinan dan Nonperizinan I

Pasal 13

(1) Seksi Pelayanan Perizi.nan dan Nonperizinan I mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi

dan pemantauan perizinan dan nonperizinan sektor I.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menJrusun rencana kegiatan

pelayanan perizinan dan nonperiztnart sektor I;

b. nlengurnpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data peitzinaurr dan nonperwinan sektor I;

c. menyiapkan bahan dan menlrusun petunjuk teknis perizinan

dan nonpenzinan sektor I;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perizinan

dan nonperl.z;inan sektor I;

e. menyiapkan bahan dan mengolah penyelenggaraan pelayanan

pertzinan dan nonperrzinan sektor I;
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f. menyiapkan bahan dan memeriksa dokumen/berkas

pemohonan pelayanan perainan dan nonperizinan sektor I;

g. melaksanakan verifikasi dokumen penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor I;

h. menyiapkan bahan darr mengidentifikasi penyelenggaraan

pelayanan perDinan dan nonpenz;rnan sektor I;

i. menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan sektor I;

j menyiapkan bahan dan menvalidasi penyelenggaraan

pelayanan perainarr dan nonperizinan sektor I;

k. menyiapkan bahan dan membuat konsep penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor I;

l. menyiapkan bahan dan menyusun dan mengevaluasi laporan

penyelenggzrraan pelayarran perizinan dan nonperizinan

sektor I;

m. menyiapkan bahan dan mengadministrasi pelayanan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

sektor I;

n. menyiapkan bahan dan menerbitkan dokumen layanan

perizinan dan nonpenzrrtan sektor I;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasi kegiatan peruinan dan nonperizinanl;
p. menyiapkan bahan dan men5rusr.ln laporan kinerja perizinan

dan nonperizinan I; dan

q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II

Pasal 14

(1) Seksi Pelayanan Peizrnan dan Nonperizinan II mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi

dan pernantauan perizinan dan nonperizrnan sektor II.
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan darr men)rusun rencana perizinan dan

nonperizinan sektor II;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data perLinan dan nonperizinan sektor II;

c. menyiapkan bahan dan men5rusun petunjuk teknis perizinan

dan nonperizinan sektor I[;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perizinan

dan nonpeizinart sektor II;

e. menyiapkan bahan dan mengolah penyelenggaraarl pelayanan

perizinan dan nonperizir,an sektor II;

f. menyiapkan bahan dan memeriksa dokumen/berkas

pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor II;

g. menyiapkan bahan dan memverifikasi penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor II;

h. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi penyelenggaraan

pelayanan pertzinan dan nonperizinan sektor II;

i. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan

pelayanan penzinan dan nonperizinan sektor trI;

j. menyiapkan bahan dan menvalidasi penyelenggaraan

pelaya:ran perizinan dan nonpenzinan sektor II;

k. menyiapkan bahan dan membuat konsep penyelenggaraarr

pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor II;

1. menyiapkan bahan dan menyusun dan mengevaluasi laporan

penyelengg€rraan pelayanan penzinan dan nonperizinan

sektor II;

m. menyiapkan bahan dan mengadministrasi pelayanan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

sektor II;

n. menyiapkan bahan dan menerbitkan dokumen layanan

perizinan dan nonperiziman sektor II;

.d
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o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasi kegiatan penzinan dan nonperizinan II;

p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerj a perizinan

dan nonpeizinart II; dan

q. melaksarrakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Bagian Keenam

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 15

(1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan kegiatan pelayanan pengaduan, pelaporan dan

peningkatan layanan serta kebijakan dan penyuluhan layanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

mempunyai fungsi:

a. pen1rusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian layanan pengaduan dan pelaporan;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian regulasi dan kebijakan pelayanan;

c. penJrusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian kegiatan pen5ruluhan layanan;

d. penJrusunan prograrn, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

fasilitasi, simplikasi, dan pengendalian penJrusunan

kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan;

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun kebliakan teknis

pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

datr mengendalikan layanan pengaduan dan pelaporan;

c. menJrusun prograrn, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan regulasi dan kebijakan pelayananl

"/
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d, men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan kegiatan penyuluhan layanan;

e. menJrusun program dan melaksanakan evaluasi,

memonitoring, dan pelaporan tindak lanjut penanganzln

pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan

nonperizinan;

menJrusun program, koordinasi, pembinaan, pengahrran,

fasilitasi, simplikasi, dan pengendalian penrusunan

kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pen5rusunan

kebijakan, harrnonisasi dan pemberian advokasi layanan;

menJrusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan pengukuran terhadap mutu layanan dan

merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP);

menJrusun prograrn, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan pelaksanaan pengolahan,

operasionalisasi, penginputan, pengarsipan data,

pendokumentasian, pemetaan layanan, pembangunan sararia

dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan

adrninistrasi serta peningkatan layanan;

men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan pelaksanaan penciptaan (inovasi) pola

Iayanan men1rusun data dan pelaporan pelayanan perizinan

dan nonperizinan terjangkau, murah, transpararr serta

terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif.

menyiapkan bahan dan memantau, evaluasi dan pelaporan

kinerja bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;

dan

melaksanakan tugas lain

kewenangannya.

sesuai bidang tugas dan

ob.

h.

I

J

k.

1.

r/
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(4) Bidang pengaduan, Kebijakan dan peraporan Layanan, terdiriatas:

a. Seksi pengaduan, pelaporan dan
b. Seksi Kebijakan dan pen5ruluhan

Peningkatan Layanan; dan
Layanan.

paragraf I
seksi pengaduan, pelapora, dan peningkatan Layanan

pasal 16
(r) Seksi Pengaduan, pelaporan dan peningkatan 

Layananmempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendarian

Hilil 
pengaduan dan pelaporan, serta kegiatan peningkatan

(2) uraian tugas sebagaimana dinraksud pada ayat (1) adalahsebagai berikut:
a' menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan layananpengaduan dan peraporan serta kegiatan peningkatanlayanan;

b' mengumpulkan' mengorah, menganalisis dan menyajikandata kegiatan layanan pengaduan dal pelaporan sertakegiatan peningkatan layanan;
c' menyiapkan bahan dan menyusun petuduk teknis kegiatanlayanan pengaduan dan pelaporan serta kegiatanpeningkatan layanan;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasipengaduan, informasi, dan konsultasi layanaa dalampenyelenggaraan pelaya,em perizinan dan nonp erizinan;e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan,identilikasi teknis, dokumentasi, dan mengarsipkanpenanganan pengaduarl, informasi, dan konsultasi layanandalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dannonperizinan;

r/
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menyiapkan bahan dan memfasilitasi layanan pengaduan,

infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan

perizinan dan nonp erizirran;

menyiapkan bahan, menganalisis data dan memmuskan,

permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan

konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan nonp erizinan;

memonitoring dan mengevatruasi data penanganan

pengaduan, informasi. dan konsultasi layanan dalam

penyelenggaraan pelayanan pertzinan dan nonp enzinan;

menyiapkan bahan dan menJrusun laporan penanganan

pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, infornaasi dan

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan

nonperizinan;

menyiapkan bahan, merencanakan, rnengidentifikasi,

mengklarifikasi, mempelajari, memetakan, mengkaji dan

mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi;

pengembangarr, pengendalian, mutu layanan, standar

layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan inovasi dalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

menyiapkan bahan, menganalisis dan mengukur data dan

bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu

layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan

prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola

perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah,

terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan

dan nonperizinan yang efesien dan efektif;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan

layanan pengaduan dan pelaporan, serta peningkatan

pelayanan berbasis teknologi informasi;

menyiapkan bahan dan menJrusun laporan kinerja

pengaduan, pelaporan dan peningkatan layanan; da!
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

ob.

h.

1

l

k.

m.

n.

//
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Paragraf 2

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Pasal 17

(1) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan l.ayanan mempunyai tugas

melaksanakan analisa dan supervisi penerapan kebijakan serta

fasilitasi, bimbingan teknis dan penyuluhan layanan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kegiatan analisa

dan penerapan kebijakan serta penyuluhan pelayanan;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data kegiatan analisa dan penerapan kebijakan serta

penyuluhan pelayanan;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan

analisa dan penerapan kebijakan serta penyuluhan

pelayanan;

d. menyiapkan bahan dan dokumentasi peraturan terkait

pedoman dan standar pelayarrzrn;

e. menyiapkan bahan dan merencanakan kebijakan dan

harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan

perizinan dan nonp erizinan;

f. menyiapkan bahan, menganalisa, dan mengevaluasi

permasalahan sengketa pelayanan;

g. menyiapkan bahan, mengkaji dan rnengolah (simplifikasi,

sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta

memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi

(termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperbinan

sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

e4
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h.

1

J

k.

l.

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kebijakan dan

harmonisasi regulasi daera-h terkait pelayanan perizinan dan

nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa

pelayanan peizrnan dan nonperizinan ;

menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi penyuluhan

kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

pe rizinan dan nonp erizinan;

menyiapkan bahan, menerirna dan rnenganalisis permohonan

pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta

membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan

pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam

pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan

pemberian kemudahan berusaha;

menyiapkan bahan dan menJrusun konsep rancangan

kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan

terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

menyiapkan bahan dan men5rusun laporal kebijakan dan

harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan

perizinan dan nonperizinan dalarn mengeluarkan peratul.ran

lingkup daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakal pemantauan, evaluasi

dan penyusunan laporan kinerja kebijakan dan penyuluhan

Iayanan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

m.

n.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 18

Ketentuan tentang Pembentukan UPT Dinas beserta tugas pokok,

fungsi dan uraian tugas diatur kemudian dengan Peraturan Bupati

tersendiri.

d
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Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan [hngsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional

yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya.

(2) Setiap Kelornpok Jabatan Fungsiona-l sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditetapkan oteh Bupati dan

bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

(4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai

dengan ke tenttran peraturan perundang- undangan .

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Dinas dipirnpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekreta-ris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala

Dinas.

r4
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Masing-masing Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab

kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh

seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungiawab kepada Sekretaris.

Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab

kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal22

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili

Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris

sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan

b. dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangart, maka

ditunjuk sdah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian

(Plh) berdasarkan senioritas.

Pasal 23

Dinas dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan

kebutuhan.

Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beranggotakan tenaga teknis internal Dinas dan/atau tenaga

teknis eksternal Perangkat Daerah terkait lainnya yang

mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan

bidangnya.

Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam

rangka memberikan rekomendasi perizinan dan nonp erizinan.

(a)Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)

r/
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peratrrran Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

2018

..aH

Diundangkan di Rantau

_ql"tanggal 03 qeptemher 2018

DAERAH KABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OL8 NOMOR 2A

1.1 P

Ditetapkan di Rantau

03 september


